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ABSTRAK

Ade Ayu Sukma. Hak Ex Officio Dan Aktifnya Hakim Dalam Persidangan
(Analisis Tentang Pemenuhan Hak-Hak Isteri). (Dibimbing oleh H. Sudirman L dan
Wahidin)

Hak ex officio merupakan hak hakim yang karena jabatannya dapat
memutuskan perkara yang tidak terdapat dalam petitum tuntutan.Penelitian ini
mengajukan beberapa permasalahan.yaitu bagaimana ketentuan hukum hak ex
officiodan tugas hakim, apakahkesulitan “hakim dalam menggunakan hak ex
officio,bagaimana hak ex officio dalam perspektif hukum islam. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui ketentuan hak ex officio dalam memenuhi hak-hak isteri
dan kesulitan hakim menerapkan hak ex officio sehingga hak-hak isteri menjadi
terhalang serta penggunaan hak ex officio dalam memenuhi hak-hak isteri pasca
perceraian menurut hukum islam.

Penelitian ini  menggunakan pendekatanyuridis normatif dan dalam
mengumpulkan data menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library
Research).Adapun tekhnik analisis data yang digunakan yaitu, metode deskriptif dan
metode analitis.

Hasil daripenelitian ini yaitu “ketentuan hukum hak ex officiountuk
membebankan nafkah iddahdan mut’ahkepada pemohon (suami) berdasar pada
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 (c) dan Kompilasi Hukum Islam pada
Pasal 149 (a) dan Pasal 158. Hakim dalam menggunakan hak ex officio memiliki
beberapa kesulitandiantaranya adanya asas ultra petitum partium yang berarti hakim
dilarang memutuskan perkara lebih dari yang dituntut sekalipun asas ini tidak begitu
berpengaruh pada kesulitan hakim dalam menerapkan hak ‘ex officio sebab
Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan bahwa Pengadilan dapat
mengabulkan lebih dari yang digugat asal masih sesuai dengan kejadian materil,
kesulitan hakim lainnya yakni isteri.yang dinyatakan nusyuz oleh hakim, isteri dalam
keadaan gobla ad-dukhul, isteri yang merelakan hak-haknya, serta suami yang tidak
mempunyal kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut.Hak ex
officioyang diterapkan oleh hakim terhadap hak-hak isteri jugatelah bersesuaian
dengan | tujuan syariat yaitu: kewajiban menghindarkan akan terjadinya suatu
kemudaratan atau usaha-usaha perlindungan dan pencegahan agar jangan terjadi
kemudaratan.

Kata Kunci: Ex Officio, Hakim, Hak-hak Isteri.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan
Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
\ alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< ba B Be
o ta T Te
< sa 5 es (dengan titik di atas)
z jim J Je
z ha h ha (dengan titik di bawah)
z kha Kh ka dan ha
2 dal D De
) zal z zet (dengan titik di atas)
D) ra R Er
J zai 4 Zet
S sin S Es
o syin Sy es dan ye
o sad S es (dengan titik di bawah)
o= dad d de (dengan titik di bawah)
bR ta t te (dengan titik di bawah)
BN za z zet (dengan titik di bawah)
e ‘ain ¢ apostrof terbalik
¢ gain G Ge
s fa F Ef
3 qaf Q Qi
él kaf K Ka
J lam L El
e mim M Em
¥ nun N En
B wau W We
-4 ha H Ha
¢ hamzah ’ apostrof
S ya Y Ye

Xiv



Hamzah (¢) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ().

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti

atau monoftong dan vokal r

sa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal

upa tanda atau harakat,

transliterasinya seb

Tanda Nama Huruf Latin Nama
& fathah dan ya’ ai adan i
> fathah dan wau au adanu
Y
Contoh:
‘—‘:‘5 . kaifa
d}l : haula

XV
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3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
¢ .|V .. | fathahdan alifatau ya’ a a dan garis di atas
- kasrah dan ya’ 1 i dan garis di atas
g dammah dan wau u u dan garis di atas

4.
yang hidup
atau m adalah [t].
Sedang 1sliterasinya
adalah

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang a/- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka fa’
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

Q\slay\ Ba3) - raudah al-atfal

XVi
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& ALl 489400+ a/madinah al-fadilak
SRR : al-hikmah
5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid ( ~ ), dalam tr

huruf (konsonan ganda) yang ¢

asi ini dilambangkan dengan perulangan

Contoh:

P
]

sydid di akhir sebuah kata uruf kasrah

(&=—), dltranshtera huruf enjadi i.
: ‘Al (bukanm

-+ Arab (ke ATeb S, afau Arkby) =

Arab dilambangkan dengan huruf J) (alif

lam ma ‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti

Kata sandang dalam sistem tulis

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf gamariyah.
Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis

mendatar (-).

XVii
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M‘ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
EJ)-BM . al-zalzalah (az-zalzalah)

& Al - a7 mlsatan

SU arbitadu
7. Hamzah
Aturan tran (’) hanya berlaku bagi
hamza i etak di awal
kata, ia
8. P lalam Bahasa ia
ditransliterasi adala istilah atau
kalimat tau kalimat
yang s onesia, atau
sering « lalam dunia
akademi di atas. Misalnya,

kata al-Qur’an (dari a/-Qur’an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-
terasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur’an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

xviii
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9. Laf al-Jalalah (V)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah.

Contoh:

A (33 dinuliah A

ir kata ya an kepada /afz al-jalalah,

t]. Contoh:

Arab tidak mengenal i aps), dalam
translite : tersebut dikenai keten naan huruf
kapital : n ejaan Bahasa Indone D). Huruf
kapital, untuk menuliskan hur ng, tempat,
bulan) a pada permulaan kalimat. Bila nama ahului oleh
kata sa 3 is. deng awal nama

diri ters % % : a. Ji , al kalimat,

Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an
Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

XiX
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Al-Gazali
Al-Mungqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus

disebutkan sebagai nama akhir dalam r pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid
Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

] Nagr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid,

Nasr Hamid Abu)
swt. uwata‘ala
saw. u ‘alaihi wa sallam
a.s. /-salam
H Hijrah
M Masehi '
SM Sebelum Mas
1.
w.
QS.../...4 = QS al-Bagarah/2: 4jatau QS Ali ‘Imran/3: 4
HR = Hadis Riwayat

XX
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah, hidup berpasang-pasangan

adalah naluri segala makhluk te anusia. Dengan cara perkawinan ini

manusia dapat berketurun kehidupannya setelah masing-

masing pasangan sia peranannya if dan mewujudkan tujuan
prkawinan.

aan dalam

kehidup ah t . Kebahe rasa saling
menya : ai, menjalankan hak da gai seorang
suami i ami i us bisa memahami hak ji bagai upaya
untuk agar tetap harmonis. Ke s dimaknai
secara yang menjadi kewajiban s : K isteri dan
yang m ewajiban ist .Suami isteri Dertanggung

jawab ali ya untuk me un keluarga

gga perceraian
bisa dianggap sebagai solusi terakhir dan perceraian itu hanya dapat dilakukan di
depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan pasal 115 KHI

jo pasal 39 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
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Apabila perceraian telah terjadi maka seringkali pihak perempan yang banyak
dirugikan sebab adanya beberapa hak yang tidak dituntut pada saat proses
persidangan khususnya pada cerai talak yang disebabkan karena kurangnya

pengetahuan termohon mengenai hukum, disinilah peran hakim sangat dibutuhkan

untuk memberikan pemahaman hak-hak yang dimiliki oleh isteri

(termohon). Hak-hak yan iddahdanmut ’ah, dasar hukum
suami untuk membay; / kan dalam al-Quran yang
berbunyi:

QS Al-

Terjeme _
suaminya)
-orang yang
QS At-
A 32 7~ ,ZE,,/
AT el [
€, et {[ D
e
P V%J
2 24 s 88
Cousgr gt U0
Ty
'S s
2E L 2 ‘ e { - 2
Aot 92 G

! Departemen Agama RI , Al-qur’an dan Terjemahannya.( Bandung: Diponegoro, 2008), h.
39
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Terjemahnya:

Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu
ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang
wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah
Tuhanmu.janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan
janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan
keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah
berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.kamu tidak mengetahui barangkali
Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru (1).

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.dan
orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang
melainkan sekedar apa yang Allah berikan ke;aadanya. Allah kelak akan
memberikan kelapangan sesudah kesempitan (7).

Hakim dalam menjalankan tugasnya di pengadilan harus menegakkan
keadilan, karena keadilan ‘merupakan pondasi utama tujuan hukum. dalam
memtuskan perkara cerai talak dan cerar gugat di Pengadilan Agama, keadilan dapat
terealisasi dengan adanya jabatan hakim sebagai jabatan fungsional, karena hakim
memiliki hak khusus dalam menyelesaikan perkara cerai talak maupun cerai gugat di
Pengadilan Agama vaitu hak ex officio yang berarti hak karena jabatan.® Dengan hak
ini, hakim dapat keluar dari aturan baku selama ada argumen logis dan Sesuai aturan
perundang-undangan. Namun dalam kasus ini terjadi beda pendapat dikalangan
hakim pengadilan agama dengan berbagai argumentasinya, ada yang menetapkan
secara ex officio dan ada yang tidak. "Hak ex officio dalam praktik masih jarang
digunakan oleh sebagian-hakim pengadilan agama dalam menetapkan hak-hak isteri
khususnya iddahdanmut ’ahsebagai akibat putusnya perceraian karena talak. Akibat
hak ex officio yang tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan tidak
dipertimbangkan dengan cermat, kepentingan para pihak tidak terakomodir dengan

baik, khususnya pihak isteri.

’Departemen Agama RI , Al-gur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.
558
% J.C.T Simorangkir, Kamus Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 46.



Seringkali dalam putusan perkara cerai talak, hak yang seharusnya didapat
oleh isteri (termohon) berada dalam posisi marginal. Ketika termohon hadir di
Pengadilan Agama dengan penuh harapan bahwa kepentingannya dapat dilindungi

dan akan mendapatkan hak-haknya sesuai hukum yang berlaku, namun yang

didapatkan hanya sekedar akta cerai pun akta cerai merupakan hal yang urgen

sebagai bukti perceraian, dari perwujudan asas kepastian
hukum (validitas yuri

filosofis) dan asas me

hakiman Pasal 4 ayat (
dilan dan berusaha se atasi segala
k tercapainya keadilan at dan biaya
ringan”
rkan hal ters udul skripsi

hak ex dan aktifnya pemenuhan

atau fokus
angan (Analisis
tentang pemenuhan hak-hak isteri). dengan beberapa sub masalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana ketentuan hukum hak ex officio dan tugas jabatan hakim ?

*Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 4 ayat (2).
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1.2.2 Apakah kesulitan bagi hakim dalam menggunakan hak ex officio dalam
persidangan ?
1.2.3 Bagaimana perspektif hukum islam terhadap penggunaan hak ex officio

dalam persidangan ?

1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan peneli lam penelitian ini ialah:

1.3.1 Untuk menge iodan tugas hakim dalam
1.3.2 io sehingga
1.33 rspektif hukum islam s an hak ex
gan

1.4
enelitian ini diantaranya:
1.4.1 Kiran bagi
bangan ilmu tang hak ex
hakim untu isteri - ada nafkah
1.4.2 dan menjadi
penelitian-

penelitian dalam bidang yang sama dimasa yang akan datang.
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1.5 Definisi Istilah/Pengertian Judul
Beberapa istilah yang dapat dijadikan sebagai kata kunci dalam memudahkan
pemahaman sekaligus pembatasan pembahasan dalam studi ini.Penelitian ini

berjudul “Hak Ex Officio dan Aktifnya Hakim Dalam Persidangan (Analisis Tentang

Pemenuhan Hak-hak Isteri) ”.
1.5.1 Hak ex officio

Hukum mengz ) : atu dengan yang lainnya,
antara orang asyarakat, atau antara masyarake g satu dengan masyarakat

yang la ajian.’Hak

sesuatu atau tidak mela ut L. J. Van
g dikutip oleh C.S.T
engan seseorang manu um tertentu

dan den iki jelma menjadi sesuatu keku

officio haki in, ambtshal asa Belanda

surat penetapan ¢ gangkatan,

itu."Hakim tidak membeda-bedakan orang, para pihak diberi hak yang sama untuk

® R. Soeroso, Pengantar lImu Hukum, (Cet. 6; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 273.

® C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Cet. 8; Jakarta: Balai
Pustaka, 1989), h. 120.

" Alaiddin Koto, Sejarah Peradilan Islam, (Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.
13.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



mengajukan tuntutan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang RI No. 7 Tahun
1989 Pasal 58 Tentang Peradilan Agama, Yaitu:

(1)Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
(2)Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya

mengatasi segalahambatan da gan untuk tercapainya peradilan yang

sederhana, cepat dan bia

a pengadilan diawali perkara ke
g baik dilakukan sen anya. Surat

s sudah dilampirkan denga aratan yang

enggugat atau
pemohon membayar panjar biaya perkara sesuai yang tertera pada skum kepada
kasir.Kasir menerima panjar biaya perkara dan tanda tangan lunas dari skum. Surat

gugatan/permohonan yang diterima oleh pengadilan agama kemudian diberi nomor

8 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 Pasal 58 Tentang Peradilan Agama
® Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Baumedia,
2005), h. 1
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dan didaftar pada buku register, dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, harus diserahkan
kepada Ketua Pengadilan Agama untuk ditetapkan Majelis Hakimnya (PMH) yang
akan memerikasa dan memuus perkara tersebut. Setelah Ketua Majelis menerima

PMH dari Ketua Pengadilan Agama, kepadanya diserahkan berkas perkara yang

bersangkutan. Majelis Hakim segerz oelajari berkas tersebut dan dalam waktu

satu minggu setelah berka embuat Surat Penetapan Hari
Sidang (PHS) untuk mr dimulai sekaligus Ketua

Majelis Hakim ment an Juru Sita Pengganti

sidang pertama, haki aikan kedua

uami isteri harus datang 82 UU No.

g telah diubah dengan U

belah pihak

la ti

lebih dahulu

rhasil, maka hakim mewaji

asal 3 ayat RMA No. 2

dilanjutkan
menjawab,

(Pasal 132a

1.5.3.2 Putusan pengadilan agama atas permohonan cerai talak sebagai berikut:
1.5.3.2.1 Permohonan dikabulkan. Apabila pemohon tidak puas dapat mengajukan

banding melalui Pegadilan Agama tersebut.

0 Mardani, Hukm Acara Perdata Pengadilan Agama & Mahkamah Syar’iyah, (Cet. 1;
Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 83
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1.5.3.2.2 Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melali
pengadilan tersebut.
1.5.3.2.3 Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengaukan permohonan

baru.t*

1.5.4 Hak-hak istri
Penyebab putusnya inan yaitu, adanya kematian,
perceraian dan putusz awinan karena perceraian
dapat dibedakan menjadi dua yaitu, cerai talak dan c ugat, berkaitan dengan hak
154.1 : ekas suami

ewajiban terhadap man

154.1. ‘ahyang layak kepada erupa uang

apun besarnya mut’ah i n kepatutan
an kemampuan mantan sua
1.5.4.1. antan isteri

k i i ak bain atau

1.54.1. i i i ruhnya bila

merelakannya. Karena itu ‘apabila terjadi suatu perceraian (talak)

sedangkan mahar (maskawin) belum dibayar (dilunasi) maka bekas suami

berutang kepada mantan isterinya.

Y Mardani, Hukm Acara Perdata Pengadilan Agama & Mahkamah Syar’iyah, (Cet. 1;
Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 89

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



10

1.5.4.1.4 Memberikan biaya hadanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang
belum mencapai 21 tahun. Biaya pemeliharaan anak-anak tetap kewajiban
suami (ayahnya) meskipun telah terjadi perceraian dengan ibunya.

1.5.4.2 Apabila perkawinan putus akibat cerai gugat (khulu) maka ada ketentuan

1.5.4.2.1 Perceraian yan hulu ini mengurangi jumlah
cerai datang dari pihak
gan talak yang dimiliki
ahi wanita

i tidak halal

isterinya kembali kec sebut telah
ki-laki lain terlebih dah
1.5.4.2. S i elakukan khulu itu tid iruj berarti cerai
sebagai talak bain langsung. i in, mantan
i atau istri
ar baru. Ini a hulu ini si sugra.

1.54.2. s isteri berh ddal ang menjadi

mahar bila

Kewajiban antara
suami dan isteri, demikian juga jika terjadi perceraian maka ada akibat hukum
darinya.Hal ini untuk menjaga adanya keseimbangan dan keadilan, sebab ketika
mereka pertama kali melangsungkan perkawinan sehigga ketika berpisahpun juga
harus secara baik-baik.Salah satu tujuan dibuat Undang-Undang adalah untuk

melindungi hak-hak isteri (wanita) sebab terjadinya perceraian yang tentunya
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merupakan peristiwa yang menyakitkan bagi wanita seharusnya tidak lagi membawa
penderitaan terlalu dalam, jika ia mendapatkan haknya yang seharusnya ia dapat.
Hak istri yang akan penulis bahas yakni mengenai mut’afdaniddah.

Mut’ahdengan dhammah mim (mut ’ah) atau kasrah (mit’ah) akar kata dari Al-Mata’

yaitu sesuatu yang disenangi.Maksud teri yang diserahkan suami kepada isteri

yang dipisahkan dari kehid au semakna dengannya dengan
beberapa syarat.*?
.Secara bahasa
ecara istilah

iddah mel perkawinan

setelah dengan suaminya, bai dup cerai mati,
dengan ahui keadaan rahimnya k be agi suami.*?
Percera } talak 1 dan 2) elumlah skan inan dalam
makna a. Oleh sebab itu, wanita suaminya,

selama inya yang
memili

1543 ang berada
1.5.4.3. jan maupun
ati suaminya

dikecualikan bahwa ia boleh dipinang dengan sindiran.

2Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Adul Wahhab Sayyed Hawwas, Terj. Abdul Majid
Khon, Fiqsh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak, (Cet. 1; Jakarta: Amzah, 2009), h. 207.

3 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Cet. 3;
Jakarta: Kencana, 2006), h. 240.

1% Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Cet. 3;
Jakarta: Kencana, 2006), h. 245.
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1.5.4.3.2 Dilarang keluar rumah menurut jumhur ulama fikih selain mazhab syafi’l
apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya sehari-hari. Seagaimana dijelaskan dalam surah At-Thalaq ayat

1.

1.5.4.3.3 Berhak untuk tetap tin ah suaminya selama menjalani masa

iddah.
1.5.4.3.4 Wanita yan ddal “terlebih lagi yang sedang
inya. Bagi wanita yang
apa kecuali
nya sampai

iddah,

1.5.4.3. i wajib berihdad (iddal a ya nggal mati
tidak mempergunak -alat etik untuk

iri selama empat bulan sepu i.

1.5.4.3. i ‘ raj ’iberhak atkan harta

S dari suamin angkan wanita yan ditalak tiga

berhak men

1.6 Ti enelitiavpianlE PA R E

yang me
1.6.1 Penelitian yang dilakukan oleh Ari Triyanto dengan judul “Penerapan Asas
Ultra Petitum Partitum Terkait Hak Ex Officio Dalam Perkara Cerai Talak

Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006 -2007”. Dalam skripsi

> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Cet. 3;
Jakarta: Kencana, 2006), h. 248.
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inilebih mengkaitkan hak ex officio dengan Asas Ultra Petitum Partitum,
yang dimana kedua hal tersebut saling bertentangan. Skripsi ini terdapat suatu
penerapan asas ultra petitum partitum dan hak ex officiohakim dalam perkara

cerai talak yang menjelaskan apabila tidak ada tuntutan dari salah satu

pihak,maka hakim melakukan apa-apa, dan ini

bertentangan denga ana hakim harus menggunakan
haknya untu untutan dari salah satu
hakim khususnya dalam

mut’ah dan

Uthami Syahriani yang an Hak EX

mmemutuskan Perkar : Pengadilan

sa Kelas I B”. Skri bagaimana

Officio Hakim dalam Mem Per rai Talak di

Hakim pada ilan Agama

tidak dituntut oleh pihak maka'dari itu perlu ditelusuri bahwa bagaimana

dasar hukum ex officio, alasan hakim menerapkannya, serta akibat hukum

18 Ari Triyanto, Ultra Petitum Partitum Terkait Hak Ex Officio Dalam Perkara Cerai Talak Di

Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006 -2007,( Skripsi : Fakltas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga, 2008).
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dari penerapan hak ex officio tersebut.'’Penelitian yang telah diuraikan di
atas, penulis berpendapat bahwa yang akan ditulis ini berbeda dengan skripsi
di atas. Dalam penelitian ini akan memfokuskan beberapa permasalahan yaitu

ketentuan hukum hak ex officio, kesulitan hakim dalam menggunakan hak ex

officio yang terfokus pada than hak-hak isteri (nafkah iddah dan
mut’ah) dan hak ex o wkum islam.

1.6.3 Skripsi karya S ¢ Nafkah Istri dalam Masa

ipsi ini Saefur

hak nafkah

slam, serta

I masih mendapatkan n masalddah.

3ann n skripsi yang akan dit u, b a keaktifan
yan kaitannya dengan pen hak icio untuk
pkan iddah dan mut ’ahpada ma eri.

1.7 La Teoretis
1.7.1 Te emuan huku
n dalam keh jumlah dan
gan dengan

yang dapat

perundang-undangan yang lengkap Selengkap-lengkapnya dan jelas sejelas-

YFitri Uthami Syahriani, Penerapan Hak Ex Officio Hakim DalamMemutuskan Perkara
Cerai Talak DiPengadilan Agama Sungguminasa Kelas | B,(Skripsi : Fakltas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar, 2017).
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jelasnya.Karena undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas maka hakim harus
mencari atau menemukan hukumnya (rechtsvinding).
Penganut doktrin sens-clair brpendapat bahwa penemuan hukum oleh hakim

hanya dibutuhkan jika, peraturannya belum ada untuk suatu kasus inconcretoatau

peraturannya sudah ada, tetapi bel enurut penganut pandangan ini, diluar
1.7.1.1 Michel van K : n doktrin sens-dairdalam

1.7.1.1. sendiri  dan

mungkin

1.7.1.1. ukum didasarkan pada sehari-hari,
ggap sema istilah yang eh pembuat

sama artinya dengan am bahasa

1.7.1.1. jadi karena

tetapan arti

1.7.1.1. at undang-

sampal terjadi perumusan yang kurang baik.
1.7.1.1.5 Untuk mengetahui adanya kekaburan ataupun tidak adanya kekaburan
teks undang-undang tidak diperlukan penafsiran. Sebaliknya pengakuan
tentang jelas atau kaburnya teks menghasilkan kriteria yang

memungkinkan untuk menilai apakah suatu penafsiran atau penemuan
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hukum memang atau tidak diperlukan. Kalau diperlukan atau tidak
diperlukan, hasilnya dalam penerapan hukum adalah sah.*®
1.7.1.2 Metode penemuan hukum oleh hakim dapat kita bedakan atas 2 jenis yaitu:

1.7.1.2.1 Metode Interpretasi, penafsiran terhadap teks undang-undang masih tetap

berpegang pada bunyi teks
1.7.1.2.2 Metode Kkonstr an penalaran logisnya untuk
ng-undang, dimana hakim

NE i etapi dengan syarat hakim tidak

kan sebagai

proses | oleh hakim atau petug ainnya yang

ukum atau menerapkan m terhadap

ret. Penemuan hukum merupakan

chtsboefening) adalah kegia aan dengan

rlakunya hu meliputi ke embentuk,

menerapk nafsirkan sistematis,

an mengajark hakim selal

kret, kOMtR ELP*RE diseless

lapkan pada

atau dicari
emberikan
akim, maka
hakim harus memberikan penyelesaian’ definitif yang hasilnya dirumuskan dalam
bentuk putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan

hukum yang umum dan abstrak pada peristiwa konkret.Jadi, dalam penemuan hukum

18 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2017), h. 164

19 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2017), h. 175
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yang penting adalah agaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk
peristiwa konkret (in-concreto).?
1.7.2 Teori Penegakan Hukum

Seperti yang dikutip oleh lka Prasojo, secara umum penegakan hukum dapat

diartikan sebagai tindakan menerag erangkat sarana hukum tertentu untuk

memaksakan sanksi hukum aatan terhadap ketentuan yang

ditetapkan tersebut. Se ' jiptc penegakan hukum adalah

suatu proses untuk

ngan nilai-nilai yang ter

alam serangkain nilai

maian pergaulan hid

eneg ukum mungkin dipengaru aktor yang

i netral, seh tau positifny;
faktor-f rsebut.?
upaya yang elindungi k

Jan manusia

ikan dalam

. kepastian

20 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif, (Cet. 2;
Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 21-22.

Yhttp://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-penegakan-hukum. html, (22Agustus 2018)

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE


http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-penegakan-hukum.html

18

Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-
mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi menurut Soerjono
Soekanto ada 5 Faktor yang memepengaruhi penegakan hukum:?#

1.7.2.1 Hukumnya, dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak

boleh bertentangan denga i Negara, dan undang-undang dibuat

haruslah menurut k wenangan pembuatan undang-

undang sebagai r dalam kon ra, serta undang -undang

ai dengan kebutuhan isi masyarakat dimana
1.7.2.2 libat dalam

ukum harus menjalank baik sesuai

masing-masing yang peraturan

, dalam menjalankan t kan dengan

adilan dan profesionalisme, di - panutan

1.7.2.3 : i i but berlaku
jetahui dan

aku dengan
kehidupan
masyarakat.
1.7.2.4 Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, sarana atau fasilitas

tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi

22 Hendy Sarmyendra, Faktor-faktor Penegakan Hukum,

http://sarmyendrahendy.blogspot.com/2012/06/dalamrealita-kehidupan-bermasyarakat.html (5 juni
2018).
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yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.
Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan
bagi keberhasilan penegakan hukum.

1.7.2.5 Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada

karsa manusia di dalam

mencakup nilai-nilai n.yang berlaku, nilai-nilai mana

1.7.3

mursala ; enurut bahasa artinya a mursalah
berarti emukakan Abdul wah suatu yang
dak ada ketegasan huk
tidak ac i baik yang mendukung ma
[Imu Ushul

vaitu suatu

suatu ketentuan yang berdasarkan’ pemeliharaan kemudharatan atau untuk

menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan maslahah al-mursalah.

2% Satria Efendi, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 148-149
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Tujuan utamamaslahah al-mursalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari
kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.*
Berdasarkan ~ pada  pengertian  tersebut, = pembentukan  hukum

berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari

kemaslahatan  manusia. Artinya rangka ~mencari  sesuatu yang

menguntungkan, dan juga an manusia yang bersifat sangat

luas. Maslahat itu me sesuatu yang be berdasar perkembangan

lingkungan. genal pembentukan hukum ini,

saat yang
lain j end mudha i ada lingkungan
ngun pada lingkungan t tetapi arat pada
dal g ke-hujjah-an masla ursa ah sebagai
berikut:

1.7.31 yguhnya per aikan manu alu muncul
tidak pernah b ndainya tid enggunakan
1ahal-mursal t mengatur masalahan-
salahan )Fkvnlﬁ Fl RlEnemperba usia.

1.7.3.2 maslahahal-

ara mujtahid.

Mereka menggunakanmaslahah al-mursalah untuk  kebenaran  yang
dibutuhkan, seperti Sahabat Abu Bakar mengumpulkan mushaf-

mushaflalu dibukukan menjadi Al-Qur’an.

**Rachmat Syafe’i, lmu Ushul Figh, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 117
**Rachmat Syafe’i, lmu Ushul Figh, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 125
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Jika melihat permasalahan umat yang semakin kompleks, teori maslahah al-
mursalahbisa dijadikan untuk menetapkan hujjah dari istinbat hukum karena
padadasarnya Allah SWT telah menciptakan segala hal di dunia ini tidak sia-sia

sehingga tidak ada manfaat yang tidak bisa diperoleh darinya, sebagaimana firman

Allah

SWT dalam QS.Ali Imran :
S ASAI SN o
e, Wi
duduk atau
ptaan langit

enciptakan
i dari siksa

PAREPARE

**Departemen Agama Rl , Al-qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.
79
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Penjelasan diatas dapat dirumuskan dengan bagan kerangka pikir sebagai

berikut:

Hak ex officio dan aktifnya

l hakim dalam persidangan ‘

Penemuan Hukum Penegakan hukum Maslahah al-Mursalah

Membentuk, Kepastian hukum, Manfaat syara’
melaksanakan, kemanfaatan dan

menerapkan, keadilan

menemukan,

menafsirkan, dan
mengajarkan hukum

Hak-hak isteri
(iddah dan mut’ah)

1.8 : enelitian

memegang i en i j asuk juga

metode suatu penelitian.

penel itiaP(AthnE)P knrﬁegiatan

, mencatat,

a-fakta atau
gejala-gejala secara ilmiah. usun skripsi ini, penyusun menggunakan

penelitian sebagai berikut:

2" Kholid Narbukhoi dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Cet. 9; Jakarta: Bumi Aksara,
2008), h. 2.
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1.8.1 Jenis Penelitian
Penelitian ~ skripsi  ini,  penulis  menggunakan jenis penelitian
kualitatif kepustakaan (library  research), yaitu  serangkaian  kegiatan yang

berkenaan dengan metode pengumpulan data  pustaka.®Menurut  Abdul

Rahman  Sholeh, penelitiankepus ibrary research) ialah penelitian yang

mengunakan cara untuk masi dengan menempatkan

fasilitas yang ada seperti b jalah, dokumen, catatan

kisah-kisah sejarah.

pendekatan s normatif

pendekatan masalah ya

peraturan

teori dan konsep-kons
Dengan menggunaka enulis dapat
adap undang-un aturan yang

diharapkan

penulis i referensi-

referens ) i terperinci

menge .

1.8.3
Adapun data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari data

primer, sekunder dan tersier yaitu:

28 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan,(Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 31.

2 Abdul Rahman Sholeh, Pendidikan Agama dan Pengembangn untuk Bangsa, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2005), h. 63

%0 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandar Lampung: 2004), h. 164
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1.8.3.1 Sumber data primer adalah sumber informasi yang mempunyai wewenang
dan tanggung jawab terhadap pengumpulan ataupun penyimpanan data atau
di sebut juga sumber data/informasi tangan pertama, dikumpulkan oleh

peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga

sebagai data asli atau data b ber data primer yaitu kumpulan atau

himpunan peratura ang dapat mendukung penelitian
der yaitu sumber data dan melengkapi
an sebagai

rimer. Data

i penunjang data prim
makin menguatkan arg
1.8.3.3 r yang merpakan data penu
emberikan p
er, meliputi:

Pengumpula

tehnik

pengumpulan bahan hukum yang menunjang tehnik documenter dalam penelitian ini

$'Muhammad Ali, Penelitian Kependidikan, Prosedur dan Strategi, (Bandung: Angkasa,
1987), h. 42

%2Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta,
2004), cet, 4, h. 89.
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serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika
diperlukan.
1.8.5 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam satu penelitian

untk memeberikan jawaban terhad masalahan yang diteliti.Data yang telah

dikumplkan dengan studi elanjutnya dianalisis dengan
menggunakan metode yang didukung a berfikir secara deduktif,

a permasalahan hukum yang ade penulisan skripsi

n mencatat

penyusunan data, men g kemudian

lisaan. Dalam mengan

engan data,
at dikelola.
Setelah afsiran data
berdasarka endekata : unakan, ke : eroeh™ jawaban atas
pertanyaan penelitian yang berdasarkan hal itu dapat ditarik kesimpulan yang

didalamnya terkandung temuan penelitian.
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HAK EX OFFICIO DAN TUGAS JABATAN HAKIM
2.1 Hak Ex Officio Dalam Persidangan

Hak ex officio adalah hak yang karena jabatannya, tidak berdasarkan surat

penetapan atau pengangkatan, jug berdasarkan suatu permohonan.**Dari

pengertian tersebut dapat dig fficio hakim adalah hak yang ada

pada hakim yang pene dilakukan kare demi terciptanya keadilan

skan begitu
j .Dale nci kea akim harus
: ) ok hakim di Pengadi ma apat dirinci
sebagai ;
2.1 Me an
data, Pengadilan membant penc dilan untuk
dapat t i t dan biaya .Pemberian

ju dan atau dii oleh hukum

tentang ala yang sah,

jainya.

K™ tercapainya
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan baik yang berupa teknis maupun

yuridis. Hambatan teknis diatasi dengan kebijaksanaan hakim sesuai dengan

%% Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, (Cet. 4; Jakarta: Pradnya Paramita, 1979),h.
43.

%A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1996), h. 30.

26
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kewenangannya, sedang hambatan yuridismaka hakim karena jabatannya wajib
menerapkan hukum acara yang berlaku dan menghindari hal-hal yang dilarang dalam
hukum acara, karena dinilai akan menghambat atau menghalangi obyektifitas hakim

atau jalannya peradilan. Hal-hal yang dilarang oleh Undang-undang maka hakim

karena jabatannya harus segera inya tanpa harus menunggu permintaan

daripara pihak, misalnya ha diri tidak berwenang dalam hal

akan.Dalam

bih jika sudah ada harus lebih

uhd ya perdamaian.

2.4 Me persi

persidangan ini hakim; netap ari  sidang,

i memanggil mekanisme S mengambil
. kelancaran si ktian, dan me i sengketa.
2.5 Me dan mengadi

naan tuP ARrEaPIA Rl!jili har atat  secara

2.6 Meminutir berkas perkara
Minutering atau minutasi ialah suatu tindakan yang menjadikan semua

dokumen resmi dan sah.Minutasi dilakukan oleh pejabat atau petugas Pengadilan

%5A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1996), h. 31
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sesuai dengan bidangnya masing-masing, namun secara keseluruhan menjadi
tanggungjawab hakim yang bersangkutan.*
2.7 Mengawasi pelaksanaan putusan

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh

Panitera dan Jurusita dipimpin ole a Pengadilan.Hakim wajib mengawasi

pelaksanaan putusan agar p dengan baik dan lancar serta
supaya perikemanusia eadilan tetap te
epada pencari keadile
ada pencari
diri sebagai
an yang harus menera Jengan baik
dan be ij i lembaga sosial yang ah sengketa
ang tidak menimbulk dan sosial
pencari keadilan.Dalam ha i enegakkan

hukum dan

ialah yang
ang,  yaitu
a pihak dan
masyarakat.

2.9 Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat

%A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1996), h. 33.
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Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal serupa juga
diamanatkan dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa Hakim dalam

menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan sungguh-

sungguh nilai-nilai hukum yang hi alam masyarakat, sehingga putusannya

sesuai dengan rasa keadila

asi_penasehat hukum®yang berpraktek di Pengadilan

ang ditu : . dangan dan
ara pada putusan Haki i

as pihak

2.10.1.2 i hukum para pihak (jika
ihak-pihak

eriksa syarat ra

eriksa seluruh fak alyang dikemukak

) pihak.

berikan syarat- - setiap fakta ¢

eriksa aI?I*REMﬂ)Ebuktian

2.10.1.10 Menerapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku.

3TA. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1996), h. 35

%8 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1996), h. 36
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2.10.2 Kwalifisir,yaitu yang dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam
suratputusan, yang meliputi:
2.10.2.1 Mempertimbangkan syarat-syarat formil perkara

2.10.2.2 Merumuskan pokok perkara

2.10.2.3 Mempertimbangkan beban

2.10.2.4 Mempertimbangke au fakta sebagai peristiwa

atau fakta

Mempertimbangkan secara logis, kronologis dan juridis fakta-fakta hukum
2.10.2.6
wan sesuai hukum pem
2.10.2. ngan hukum peristiwa -fakta yang

titum

umnya, baik hukum tertulis nya
an menyebut -

pertimbangkan bi

uiring yang d

okan vingi S 8

utusan (dictu

entukan lain
2.10.3.4Menetapkan biaya perkara.*®
Hukum acara perdata, hak ex officio tidak hanya digunakan dalamperkara

cerai talak saja, melainkan juga digunakan dalam perkara yang lain sepertiadanya

% A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1996), h. 37
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tangkisan (eksepsi) kewenangan absolut dalam suatu surat gugatan, ini dapat dilihat
dari contoh “dalam hal adanya eksepsi yang dibenarkan secara hukum, hakimatau
pengadilan ex officio wajib menyatakan dirinya tidak berwenang. Apabila pihak yang

berperkara mengajukan eksepsi kewenangan absolut (jenis pokok perkara) terhadap

suatu gugatan, maka hakim secar officioharus menyatakan dirinya tidak

berwenang tentang hal ini laturdalam Pasal 132 Rv, yang

berbunyi “Dalam hal b < berwenang ka yokok perkaranya, maka ia
meskipun tidak diajukan tangkisan tentangketidakwenangannya, karena jabatannya
wajib
iatas me erlaku pada
ana tidak hanya berfok saja.Hakim

n kehakiman juga m pokok agar

nilai-nilai

keadila hidup di ten i ada perkara

cerai ta im dapat me i tannya. Hal

Undang-undang perkawinan telah mengatur tentang putusnya perkawinan
serta akibatnya yaitu pada pasal 41 huruf ¢ “Pengadilan dapat mewajikan kepada

bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu

0 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Cet. 9; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 420
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kewajiban bagi bekas istri”.*" kata “dapat” memberikan penafsiran bahwa hakim
diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada para pihak melalui
hak ex officio yang dimilikinya meskipun hal itu tidak ada di dalam petitum surat

permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon dan juga tidak ada dalam

petitum rekonvensi yang diajukan elain dalam pasal tersebut, Mahkamah

Agung juga dalam putusan ahkamah Agung berpendapat
bahwa “meskipun dianggap tidak pantas

berwenang menetapkan

berapa RBg (3)”.

hubungan

antara atan ‘“Pengadilan dapa 1 dari yang
gan kejadian materil”.

ri ex officio adalah m gan kepada

para p dnya peradilan yang adil. diberikan

k terdapat d etitum  tapi

bukan hakim dapa nang melain kim dalam

erkara selalu gkap dalam

x officionya

tanpa idak mudah

bagi ha uat idee des

recht, yang meliputi tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Agar ketiga unsur tersebut terpenuhi maka hakim dalam perkara cerai talak harus

*1 Tim Redaksi BIP, 3 Kitab Undang-Undang Hukum Beserta Penjelasannya, (Jakarta:
Bhuana lImu Populer, 2017), h. 558
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aktif, dengan menggunakan hak ex officio sesuai dengan penjelasan pada paragraf
sebelumnya ex officio diterapkan untuk memberikan keadilan kepada para pihak.*
Berdasarkan uraian diatas dapat dianalisis bahwa tujuan hak ex officio yakni

memberikan perlindungan kepada para pihak agar terwujdnya peradilan yang adil

dan ini tidak bertentangan den 41 huruf ¢ dalam Undang-undang

Perkawinan serta telah dite

Perkawinan Bab XVII

ajib rikan mut’ah yang lay : erinya baik
ang da kecuali bekas isteri t

2.2.2.2 ajib diberikan oleh bek

58 (13
dit n mahar bagi isteri ba’da al-
m yang kuat haki aktif dapat

ngan apa ya ditetapkan

tanpa ada

Pemangku jabatan adalah orang yang memegang jabatan atau menjadi wakil

untuk melakukan jabatan.**Untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang

*2 Fitri Uthami Syahriani, Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Memutuskan Perkara
Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas | B, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar), h. 56-57

“3Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dan 158.
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melekat pada lingkungan-lingkungan jabatan, harus ada pemangku jabatan yaitu
pejabat (ambtsdrager).*Setiap orang yang memiliki jabatan, tentu mempunyai tugas
dan fungsi sebagai pejabat dalam suatu lembaga dan melekat padanya hak-hak
tertentu.Salahsatu hak yang dimiliki oleh orang yang memiliki jabatan adalah hak ex
officio.Kamus Besar Bahasa Indonesia ex officio berarti kerena jabatan, seperti dalam
kalimat memangku jabatan- Secara ex officio.Apabila hakim berpendapat, perkara
yang diperiksa perlu mendapat penjelasan yang lebih terang dari seorang ahli maka
atas inisiatif sendiri dapat menunjuk ahli secara ex officio.Untuk itu dia tidak
memerlukan persetujuan dari para pihak.Jadi, karena jabatannya, hakim dapat
menunjuk seorang ahli.Kewenangan ini memperlihatkan kebolehan hakim aktif
mencari dan menemukan kebenaran dalam perkara.*®

Hakim merupakan jabatan yang memiliki tanggung jawab untuk
menerima,memproses, dan memutuskan perkara sampai tidak menimbulkan
permasalahan lagi di kemudian hari.Apabila hukumnya tidak jelas, tidak lengkap,
atau bahkantidak ada, maka ‘hakim. harus mencari hukumnya atau melakukan
penemuan hukum (rechtsvinding).Status hakim menjadi pejabat negara sebagaimana
diatur dalamPasal 1 angka ‘4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999tentang
perubahan atas Undang-Undang -R1 Nomor 8 Tahun: 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian, sebagaimana telah diganti oleh Undang-Undang Nomor5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

* KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia https://kbbi.kata.web.id/pemangku-jabatan/,
(diakses pada 31 Juli 2018).

* Dayanto dan Asma Karim, Peraturan Daerah Responsif, (Cet. 1; Yogyakarta: Budi Utama,
2015), h. 211.

% M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h. 790-791
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5494), yang menyatakan bahwa, “Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota
lembaga tertinggi/tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-

undang.”Selanjutnya yang termasuk pejabat negara dijelaskan dalam Pasal 11 ayat

(1) huruf d UU tersebut, bahwa Pe Negara yaitu salah satunya terdiri atas,

“Ketua, Wakil Ketua, Ketua ng pada Mahkamah Agung, serta

Ketua, Wakil Ketua,d pada semua Bad an”. Status hakim sebagai

pejabat negara ditegaske i dalam Pasal 2 elenggara Negara yang
menyat:

negara ¢
nemuan hukum tidak ad
a keseluruhan kehidup
an yang lengkap selen erti seorang

umkan didalam isi petitum

officiohakim diharapkan mampu mewujudkan nilai-nilai yang ada dalam penegakan

hukum.

“"Jabatan  Hakim,http://wik  idpr.org/uploads/ruu/56f104398ed89bf524000023/na-ruu-
jabatan-hakim-16-april-2016.pdf (8 Agustus 2018)
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Teori maslahah mursalah terdapat salah satu dalil kehujaan yakni
sesungguhnya permasalahan tentang perbaikan manusia selalu muncul dan tidak
pernah berhenti, jika seandainya hak ex officio tidak terdapat pada hakim maka

permasalahan-permasalahan yang timbul dan tidak diatur secara pasti dalam

peraturan yang telah ditetapkan tid enciptakan kemaslahatan.

13l

PAREPARE
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BAB Il
PENGGUNAAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM
PERSIDANGAN

3.1 Penggunaan Hak Ex Officio Hakim Dalam Memtuskan Perkara (Cerai

Talak)
Pengadilan Agama ang berwenang dan bertugas

untuk memberikan p ukum dan ke alam bidang perkawinan,
ngan Pengadilan
yanan bagi
aupun cerai
ama perceraian dibagi yaitu cerai

Undang-Undang No. J perubahan

atas unc ahun 1989 tentang Per skan bahwa
n karena talak adalah per ajukan oleh
Islam yang engajukan
aka ia haru getahui dan

r yang telah an, ia harus

a perdatanya
kepada pengadilan adalah untuk menyeléesaikan perkara mereka secara tuntas dengan

putusan pengadilan. Tapi adanya putusan pengadilan saja belum berarti sudah

8 Undng-undang RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 66 ayat (1).

37
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menyelesaikan perkara mereka secara tuntas, melainkan jika putusan tersebut telah
dilaksanakan.*
Lingkungan Pengadilan Agama dalam pengajuan permohonan cerai talak,

pada umumnya pemohon dalam hal ini adalah pihak suami menggunakan formulasi

permohonan cerai talak yang b nurni, tanpa ada komulasi, dan dalam

petitumnya pemohon hanya 3 diputus serta memberikan ijin
lak di sidang pengadilan.
Formulasi permohonan cerai tala iaj oleh pemohon (suami) tersebut

berisi:®

man

an-alasan yang menadi das i talak oleh

on untuk

3) Menetapkan biaya perkara.

* Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2004), h. 151

50 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkngan Peradilan Agama, (Cet. 3;
Jakarta: Kencana, 2005), h. 471
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b. Subsidair
Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.
Padahal dalam perkara cerai talak, ada hal-hal yang melekat yang menjadi

kewajiban suami dan sekaligus merupakan hak dari isteri yang akan dicerai talak

k mencantumkan pe isteri pada
alam persidangan dapat m kan atan kepada
rekonvensi. ensi adalah

san terhadap guga g diajukan

padanya dan

o et g o B 09 e

itu diajukan

RiEan gugat

gat kepada
g diajukan
Pasal 132 a
ayat (1) HIR."Maknanya ha ama an ya kan dalam Pasal 244 Ry,
yang mengatakan gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat
terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan. Counterclaim

sama dengan rekonvensi dalam system civil law maknanya gugatan perlawanan yang

51 Mukti Arto, Praktek Perkara perdata, (Cet. 4; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 219
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diajukan defendant (tergugat/termohon) terhadap claim (gugatan) yang diajukan
plaintif(penggugat/pemohon) kepadanya.>?

Walapun dalam surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon
(suami) tidak memuat petitum yang memberiakan hak-hak yang dimiliki oleh isteri

yang menjadi kewajiban suami keti h terjadi perceraian, masih ada peluang

bagi termohon (isteri) unt ela kepentingan pada saat yang

f dalam persidangan pa teri) selesai

, baik pada tahap jaw : pada tahap
menanyakan apaka bahwa dia

-hak yang harus dipenuhi i kan ditalak,

a termohon harus aktif enjelaskan
yang dimili akan ditalak, setela mengetahui

nya dia me akim menan

sanggup memenuhi, berupa dan apa kesanggupannya, dari sinilah mejelis hakim

akan mendapatkan bahan seabgai dasar pertimbangannya dalam putusannya.

52 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan
Putusan Pengadilan, (Cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika), h. 468
%% M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata,(Cet. 4; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 486
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Beberapa poin yang harus diperhatikan oleh hakim dalam mengambil keputusan
dalam menerapkan hak ex officio yaitu:
3.1.1 Aspek kepatutan hakim dapat saja menggunakan haknya sebagai pejabat

pencipta hukum jika hal itu telah dipertimbangkan dan telah pula ditinjau

dari berbagai aspek, ari aspek kemaslahatan maupun segi
3.1.2 Aspek kel : ; m menggunakan hak ex

2bih dahulu mempertimbangkan dari segala aspek yakni

3.1. ak enempat tempatnya,
tu yang menjadi hakn esuatu yang
didasarkan pada ua orang
duk ma di mata hukum.

3.1 erani im, setiap hakim dituntut ambil sikap
keputusan p

3.1 i ider ini biasanya

bedakan orang, karena hakikatnya para pihak sama didepan dan berhak mendapatkan
haknya secara adil. Memberikan nasehat dan keterangan secukupnya kepada para
pihak tidaklah melanggar asas hakim yang harus bersifat pasif. Hakim memberi
nasehat dan keterangan hukum akibat putusnya perceraian karena talak (iddahdan

mut’ah) adalah dalam rangka supaya hukum dijalankan dengan semestinya sehingga
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tercapailah asas keadilan, kepastian dan manfaat. Sudikno Martokusumo,
menyatakan bahwa hakim berhak untuk memberi nasehat kepada kedua belah pihak
berperkara serta menunjukkan upaya hukum dan meberi keterangan kepada mereka

(Pasal 132 HIR/159 RBg). Diharapkan dari hakim sebagai orang yang bijaksana aktif

dalam memecahkan masalah, karen g dituju dengan kekuasaan kehakiman

dalam pasal 24 UUD egara yang merdeka untuk
dan keadilan berdasarkan
donesia.>*Apabila isteri
tidak kurangnya

pemaha : icio.Hak ex

officio m yang karena jabatan an perkara
yang tic etitum tuntutan.Dengan keluar dari
aturan argumen logis da perundang-

nilai-nilai kepastian hukum,

3.2 Ha i an Dari As ra Petitum

berasal : i i ang berarti
permoh dan diakhiri
dengan ajuka an.™Ja : ; ; : adalah putusan
(keputusan) hakim yang melebihi permohonan yang diajukan oleh pemohon. Dalam

Pasal 178 HIR/189 Rbg ayat 3 yang berbunyi:

% Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1993), h.
13

%% Nur Halimatus Sa’diah, Ultra petitum partium dalam putusan Pengadilan Agama tentang
pembatalan perkawinan: Studi putusan no. 394/Pdt.G/2008/PA/Pasuruan, http://etheses.uin-
malang.ac.id/1739/ (7 Agustus 2018).
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Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau
memberikan lebih daripada yang dituntut.

Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas g)erkara yang tidak dimohon,
atau memberikan lebih daripada yang dimohon.

Kepatuhan para hakim terhadap doktrin “Ultra petita” di dalam Hukum Acara

Perdata dan menegakkannya di dalam persidangan perkara perdata adalah sebagai

suatu keharusan.M.Yahya Harahap n akan bahwa, “Hakim yang mengabulkan

melebihi posita maupun peti elah melampaui batas wewenang

cacat (i baik (good

faith) ultra petita
i ; tas wewenang.Tindak , dianggap
an batas wewenang ebut petita (ultra

i : ng dijatuhkan, dianggap dung ires, karena
hakim ¢ ngad rtindak melampaui batas karena itu,

tra vires dian tusan yang

inyatakan cacat (i dan harus

dapat seperti elah penulis

bab sebep* RﬂEMIanuntutan

urikan

jumlah

melanggar pasal 189 RBg (3)”. Kemudian pada putusannya MA tgl.10-11-1971 No.

% pasal 178 ayat (3) HIR

*’pasal 189 ayat (3) RBg.

%8 M. Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan
Kembali Perkara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 317.
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556 K/Sip/1971 hubungan antara putusan dengan gugatan ‘“Pengadilan dapat
mengabulkan lebih dari yang digugat asalmasih sesuai dengan kejadian materil”.
Jadi, tindakan hakim dalam memberikan hak-hak yang dimiliki oleh mantan

isteri dengan menggunakan hak ex officio walaupun haltersebut tidak terdapat dalam

petitum permohonan cerai talak yang an oleh suami (pemohon) adalah sudah

sesuai  dan tidak ndang-undangan.Dalam  UU

Perkawinanmemang ti a spesifik meny entang biaya penghidupan

suami ketika terjadi

mantan istri berdasar
Pasal 14 l.

3.3 Ke i emtuskan

Ka.Timbullah
pertentangan ketika keinginan saling berlawanan, atau ketidak senangan karakter
dengan hal yang ada dikeluarga berupa perselisihan dan kedekatan, terkadang terjadi
kebosanan sehingga menjadikan udara di dalam keluarga berembus dengan awan

tebal.Dari sini Islam memandang kemungkinan yang terjadi antara suami isteri dan
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memberikan obat yang manjur dalam setiap keadaan.Karena sesungghnya nusyuz
dan banyaknya perbedaan tanpak tidak sehat dalam kehidupan keluarga.*

Salah satu dampak nusyudz adalah gugurnya hak istri untuk mendapatkan
nafkah.Ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 dijelaskan bahwa
“kewajiban-kewajiban suami yangberupa kewajiban memberi nafkah, menyediakan
tempat kediaman bagiisteri; biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan
bagi isteriberlaku semenjak adanya tamkin sempurna dari isterinya.Dan kewajiban-
kewajibantersebut menjadi gugur apabila istri nusyuz” Kemudian pada Pasall52
dijelaskan bahwa “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas
suaminya kecuali iaausyuz’.”°

Apabila wanita berada dalam masa iddahrajivah (yang masih bisa dirujuk)
maka ia masih berhak mendapatkan nafkah, pakaian, tempat tinggal dan semua yang
diberikan kepada isteri sampai berakhirnya masa iddah. Baik ia sedang hamil atau
tidak. Dikecualikan jika dalam masa iddah raj’iyahiia melakukan nusyiuz seperti
keluar rumah tanpa izin, melakukan.safar (bepergian) atau murtad maka gugur
nafkahnya. Dalam masalah ini penolakan berhubungan seksual tidak mengugurkan
nafkah karena memang dalam masa iddah tidak boleh terjadi ‘hubungan seksual
kecuali 'setelah rujuk.Jika iddahnya adalah iddafibain=(yang tidak bisa rujuk) baik
karena sebab khulu atau karena sebab taldk tiga, maka ia tidak berhak mendapatkan
nafkah dan pakaian namun 1a tetap“wajib diberi tempat tinggal sampai berakhir
iddah. Dikecualikan apabila ia dalam keadaan hamil maka suami wajib
memberikannya nafkah serta pakaian sampai melahirkan selama tidak melakukan

nusyuz. Jika mantan suami mengira ia hamil kemudian memberinya nafkah di masa

% Yusuf As-Subki, Nihlam al-Usrah al-Islamiah. Diterjemahkan oleh Nur Khozin dengan
judul Fikih Munakahat: Pedoman Bekeluarga Dalam Islam, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 299
% Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 dan 152
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iddah namun ternyata ia tidak hamil, maka ia boleh meminta kembali apa yang telah
diberikan.®!
Kompilasi Hukum Islam sangat jelas menerangkan bahwa bekas isteri berhak

mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ianusyuz Apabila hal ini

terjadi maka hakim tidak dapat meng an hak ex officio untuk memberikan hak-

hak isteri sekalipun suami Sé nenuhi hak tersebut.

3.3.2 Isteri dalam kead
disebutkan bahwa

ikanmut’ah

I gabla ad-
an pasal ini juga bahw Pengadilan
Agama n untuk melindungi h . istri yang
gabla ad-dukhul, yai limana istri
ngan intim) ketika ditalak o
333ls
berperkara di Pe Agama ia
ingin s hak-haknya ¢ an. Apabila

akan semua

menuhi hak

S'Forsan, Perkara Yang Menggugurkan Nafkah,http://forsansalaf.com/2017/07/24/perkara-
yang-menggugurkan-nafkah/ ( 5 Juli 2018)
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3.3.4 Suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebanikewajiban
tersebut.
Hakim tidak boleh memberikan putusan tanpa mempertimbangkan segala

aspek yang ada, tentu hakim akan melihat kemampuan suami secara materi untuk

bisa membebankan suami kewajiban ayar nafkah iddaidan mut’ah. Jika hak ex

officio tersebut digunakan ¢ nohon (suami) untuk membayar
kewajiban tersebut n enyataannya suami tidak

mampuuntuk membayar hak-hak mantan istri tersebut. Sebagaimana firmanAllah

tut yang de
kebajikan.®

disesuaikan dengan kadar kemampuandari suami. Seorang suami tidak dibebani
kewajiban tersebut melainkanmenurut kemampuannya. Sehingga suami yang betul-
betul tidakmempunyai kemampuan untuk dibebani memberikan hak-hak isteri pasca

perceraian akan terbebas dari kewajiban tersebut.

$2Departemen Agama RI , Al-qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.
38
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Teori penemuan hukum, hakim membebankan kewajiban kepada pemohon
secara ex officio untuk meberikan hak-hak yang dimiliki isteri pasca perceraian ini
bersesuaian dengan peneman hukum menurut Mauissen yaitu kegiatan manusia
berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum dimasyarakat, yang meliputi
kegiatan membentuk, melaksanakan; menerapkan, menemukan, menafsirkan secara
sistematis, mempelajari dan.mengajarkan hukum.

Teori penegakan hukum, keputusan hakim menerapkan hak ex officio atau
tidak dengan penuh pertimbangan hukum dan memperhatikan dari segala aspek yang
ada maka salah satu unsur penegakan hukum terpenuhi.Lawrence M. Friedman
mengemukakan bahwa efektif dan berhasi tidaknya penegakan hukum tergantung
tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum
(substance of the law) dan budaya hukum (legal culture).Struktur hukum
menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-
undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut
dalam suatu masyarakat.®® Struktur. adalah” Pola yang menunjukkan tentang
bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini
menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum
itu berjalan dan dijalankan.' Aspek lain:dari'sistem:hukium adalah substansinya. Yang
dimaksud dengan substansinya adalahsaturan, norma, dan pola perilaku nyata
manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan
menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.Kultur hukum menyangkut budaya

hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak

%Dede Andreas, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman,
https://dedeandreas.blogspot.com/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html (17 juli
2018)
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hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur
hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas
substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang

terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan

secara efektif.

Teori maslahah gan hak ex officio ini, akan

mendatangkan manfa steri tidak terme sebab-sebab halangan
enimbulkan kemudaratan
memenuhi

hak-hak ri tersebt

PAREPARE
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BAB IV

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN

HAK EX OFFICIO DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ISTERI
4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Karena Cerai Talak

Sebagaimana dalam perkawinan yang memuat hak dan kewajiban antara

suami dan isteri, demikian juga jika terjadi perceraian maka ada akibat hukum
darinya.Hal ini untuk: menjaga adanya keseimbangan dan keadilan, sebab ketika
mereka pertama kali melangsungkan perkawinansehingga ketika berpisah pun juga
harus secara baik-baik. Salah satu tujuan dibuat Undang-Undang adalah untuk
melindungi hak-hak isteri sebab terjadinya perceraian yang tentunya merupakan
peristiwa yang menyakitkan bagi wanita seharusnya tidak lagi membawa penderitaan
terlalu dalam, jika ia mendapatkan haknya yang seharusnya ia dapat. Dengan adanya
Undang-Undang tersebut diharapkan, salah satunya adalah hak-hak isteri dapat
terlindungi, hal ini tentunya merupakan unsur penunjang yang secara yuridis sangat
kuat landasannya, karena di dalamnya memuat hak-hak yang dapat diterima oleh
isteri sebagal akibat dari peceraian. Berikut akibat putusnya perkawinan karena
perceraian diantaranya:

4.1.1 Undang-undang RI[No 4 Tahun{1974 pada pasal 41:

a.. Balk .ibu..atau..bapak..tetap berkewajiban..memelihara dan mendidik
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi
keputusan;

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam
kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat
menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan  kepada bekas suami  untuk
memberikan  biaya penghidupan dan/atau  menentukan  sesuatu
kewajiban bagi bekas istri.

50
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4.1.2 Akibat dari suatu perceraian, mantan suami mempunyai kewajiban terhadap
mantan isteri yang diatur dalam KompilasiHukum Islam yaitu:

4.1.2.1 Pasal 81 Ayat 1

“Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya
atau  mantan istrinya yang masih dalam masa iddah’”.

4.1.2.2 Pasal 149

a. Memberikan mut ’ah Ja bekas isterinya, baik berupa uang
atau benda kecuali a ad-dukhul,

b. Memberi na ; a bekas istri selama dalam

iddah, kec au nusyuz dalam keadaan

tidak hami

4123
mendapatkan nafkah i i inya kecuali
ang tersebut maka segal
hak iste iliki hukum yang kuat, sehi arap gan adanya
dimiliki isteri terutama pada saa | perceraian

ak yang dimi i

2) belumlah
itu, wanita
yang telah ditalak suaminya, selama 'berada dalam masa /iddah tetap dipandang
sebagai isteri dari suaminya yang memiliki hak dan kewajiban kendatipun tidak

penuh lagi.*

8 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Cet. 3;
Jakarta: Kencana, 2006), h. 245.
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Isteri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari
mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu dia tidak
boleh melangsngkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah

sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan.Bentuk

hak yang diterima tidak tergantn a masa iddah yang dijalaninya, tetapi

tergantung pada bentuk per

bahwa | talak ba’in)

berhak 3 03 3 66

4211 Bagir Al-Habsyi ada
dah:®’

4.2.1.1. : masa iddah akibat tal

puan yang

rima tempat
ah,mengingat bahwa statu isteri yang
. Kecuali ia
aka”, yakni

berhak apa-

8 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Cet. 2; Jakarta: Kencana,
2007), h. 322

% Muhammad Isna Wahyudi, Figh Iddah Klasik dan Kontemporer, (Yogyakarta: PT LKIS
Printing Cemerlang, 2009), h. 115-116.

% Debu Yandi, Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Masa Iddah,
https://www.bloggerkalteng.id/2013/04/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam_8107.html ( 5 Juli
2018)
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4.2.1.1.2 Perempuan dalam masa iddah akibat talak ba’in (yakni yang tidak
mungkin rujuk) apabila ia dalam keadaan mengandung, berhak juga atas
tempat tinggal dan nafkah seperti di atas.

4.2.1.2 Ada beberapa macam perempuan yang menjalani iddah tidak berhak

mendapat nafkah yaitu:®®

4.2.1.2.1 Perempuan yang ian. Wajib nafkah tidak dapat
inggal, dengan jalan ahli

menyisihakan harta

4.2.1.2. : jala dal yang wajib
urut ketentuan syarak, jadi karena akad
nuhi syarat-syarat sahn
421.2.

menjalani 7iddah kare stri dengan

rang syarak, seperti istri , dan tidak
memeluk tau karena

4.2.2 N
alam Tafsir
as-Sab Drang suami
kepada bekalan apa

saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya itu serta menghindari dari

kekejaman (talak) yang dijatuhkan. Maksud dari pemberian mut’ah adalah untuk

%8 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Ul Press, 2007), h. 98.
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menyenangkan pihak istri yang telah dicerai, adapun ukuran dan jumlah
pemberian sangat tergantung pada kemampuan suami.®
4.2.3 Kewajiban Suami Memberi Penghidupan Kepada Mantan Isteri (Mut ah).

Masalah kewaiban suami memberi penghidupan kepada mantan isteri secara

khusus tidak diatur dalam Undar dang Rl No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, hal tersebut pilasi Hukum Islam (KHI) pada
Bab XVII pasal 149
Tahun 1989, jo. Undang-L
Tahun 2
(uang 3

Pengad . Akan tetapi, pasal ters

pember eri oleh suami selama b rkara gugat
cerai. para hakim di lingk jama dapat
menjad km Islam sebagai salah sa gan hukum,
selain

suami isteri. Berda i : an bahwa:

lah pemberi

dilakukan pembktian hukum yang pasti tentang masalah tersebut. Oleh karena itu,
para hakim di lingkungan badan Peradilan Agama hendaknya melakkan

pertimbangan hukum yang cermat tentang kondisi riil pasangan suami isteri,

% sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 227.
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terutama tentang alasan hukum mengajukan perkara. Kedua, pemberian mut’ah
_sesungguhnya lebih berimplikasi pada keberlangsungan melakukan kewajiban untuk
menjaga, memelihara, dan menafkahi anak keturunan.Sebab, anak sampai kapan pun

tidak mengenal istilah mantan suami dan mantan isteri.”

Jadi, kewajiban suami memh ut’ah kepada mantan isteri bukanlah

semata-mata untuk mengh gikan suami akan tetapi sangat

bermanfaat untuk a a pernikahan ah dikaruniai keturunan

sehingga anak tidak

ai  sebelum

pastian mahar, ini pen h dan Asy-

ng baru (gaul jadid). | iriwayatkan

oleh seg n ul menjelaskan kewajiba Ibnu Umar,

Ibnu AL -Has a’bin Zaid, Az-Zuhri, An- , dan Ishag.
a berpendap ak wajib, ia
Demikian pe

pendapat yan i : san sebagai

Terjemahnya :

" Aden Rosadi, Peradilan Agama di Indonesia: Dinamika Pembentukan Hukum, (Cet. 1;
Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015), h. 202
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Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan
isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum
kamu menentukan maharnya.dan hendaklah kamu berikan suatu mutah
(pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan
orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut
yang patut. yang demlklan itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang
berbuat kebajikan."

Firman Allah Swt atau k ntukan maharnya, maksudnya belum
kamu tentukan.Maknanya uh dan belum kamu tentukan
maharnya. Diantara d t adalah firman Allah Swt

setelahnya tentang wanita tercerai sebel ampur dan ditentukan

mahar yang seperdua, sedan
membayar seluruh mahar.”

"' Departemen Agama RI , Al-qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.
38

>Departemen Agama Rl , Al-qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.
38
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Ayat pertama menjelaskan hukum wanita tercerai sebelum bercampur dan
belm ditentukan maharnya, ia wajib diberi mut’ah. Ayat kedua menjelaskan hukum
wanita tercerai sebelum bercampur dan telah ditentukan maharnya hukumnya ia
wajib diberi separuh mahar yang ditentukan. Metode pemahaman dua ayat diatas,

firman Allah Swt pada ayat pertam n_berilah mut’ah mereka” adalah suatu

perintah. Perintah secara ha vajiban selama tidak ada tanda-

diatas maka hakim ic salah satu

eberikan mut ’ah atau t i t’ah kepada

ran besar ya mut’ah
ai kondisi pe gan mut’ah,
saja? Dan Dertimbangn
mempunyai
ukuran : udung dan
rangkapan.UKkura ayatka asan, Sa’id bin A ayyab, Atha’
dan Asy-Sya’bi.Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa mut ’ah tidak memiliki ukuran

tertentu, tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga

® Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, al-Usratu wa
Ahkamuha fi at-Tasyri al-Islamiy. Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon dengan judul Fikih
Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 207-209.
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itu.Kewajibannya tidak melebihi dari mahar mitsil dan sunnahnya tidak melebihi dari
separuh mahar mitsil. Mereka mengambil dalil dari hadis yang diriwayatkan dari Abi
Majlaz berkata: “Aku berkata kepada Ibnu Umar: beritakan kepadaku tentang mut’ah

iapun memberitakan kepadaku tentang ukuran mut’ah dan aku orang yang

dimudahkan. la berkata: berikan pak gini, berikan pakaian begini, dan berikan

pakaian begini, Abi Majla dapati kira-kira seharga 30

dirham. Beliau berka 30 dirham”. abilah berpendapat, bahwa

mut’ah yang paling

t lain dalam hal ini. paik adalah

apabila merelakan ukuran mut ati mereka

berdua ah, suami melaksanaka )anyak. Jika

ukuran mut’ah, mereka la ditentukan

dalam satu

syara’, mut’. da diantara

dikembalika ada hakim
erbeda-beda
sional pada
d mut’alhyang

layak disuatu tempat terkadang tidak layak ditempat lain.”

™ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, al-Usratu wa
Ahkamuha fi at-Tasyri al-Islamiy. Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon dengan judul Fikih
Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 211
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Ukuran mut’ah dalam Al-qur’anpun tidak ditetapkan sehingga dibutuhkan
ijtihad hakim dalam menetapkan kadarnya ini selalu disesuaikan dengan kemampuan
suami.

4.2.6 Analisis Putusan Cerai Talak Tanpa Nafkah /ddah dan Mut’ah

Nafkah iddah dan mut’ah me an kewajiban suami kepada mantan isteri

yang telah diceraikan.Hal ini ang sepatutnya dilakukan oleh

iddah dan
iddah dan
bira bagi isteri yang di Namun jika
mendapatkan nafkah t
ang-undang dan kompi
saja di teta ila tidak termasuk dala sebut maka

lan hakim h

nafkah mut’ah da 1d. elihat dari a

dan kea i i tidak memp

hidup be

yang sangan kurang.
4.3 Putusan Cerai Talak

4.3.1 Nomor 1965/Pdt.G/2013/PA Pas. (Secara hak ex officio)
4.3.1.1 DUDUK PERKARA,

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak
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ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang ;
Bahwa dalam pesidangan atas ex officio Majelis Hakim, Pemohon
menyatakan sanggup memberi nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon

sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut’ah sebesar Rp.

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah ohon tidak perlu memberi nafkah untuk

kedua anak Pemohon dar ermohon karena kedua anak

an kesimpulan secara
ya dengan

nafkah / on sejumlah
Rp. 2.0( upiah)
UKUM;
Majelis Hakim secara io da 2mbebankan
pihak Pemohon Konvensi entuan pasal

ang-Undang

berda: HI dij ; amana

us karena talak, mi wajib

dan mempin nfEP*IRaEiswah ke

kan mut’ah

)ekas isteri

selama atan tentang

hal terse angan, namun
Majelis Hakim memandang walaupun tidak diminta oleh Termohon, sedang
Pemohon dipandang mampu untuk hal yang demikian, karena Pemohon
mempunyai penghasilan yang cukup dari karyawan pabrik dan sewaktu Pemohon
dan Termohon masih hidup rukun dalam rumah tangga Pemohon memberi

nafkah sebesar Rp. 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.
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2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim secara ex officio akan
menghukum Pemohon untuk membayar iddah dan mut ahtersebut, yang besarannya
sebagaimana tercantum dalam amar putusan.”

Berdasarkan putusan diatas bahwa secara ex officio hakim menghukum

pemohon untuk memberikan nafka nmut ’ah kepada termohon melihat dari
pertimbangan hukum haki
tersebut mensikpun pi
4.3.2 Nomor 0081/P
4321
nsi tentang
nafkah

.000,- (dua puluh lima dan mut’ah

sebesar dua puluh juta rupia a Tergugat

rekonve dengan alasan Penggu melakukan

lanjutnya dipertimbangan s

ompilasi Hu am, sebagai

pbang, bahwa

ari cerai tala mi wajib memberi it ’ah kepada

, kecuali be bla ad-dukh pekas suami

nafkah IM[EEMRE dalam Ja

cuali bekas

a pemberian
mut’ah oleh mantan suami kepada isteri dikarenakan mantan suami tersebut telah
manjatuhkan talaknya adalah merupakan kewajiban tanpa melihat apakah isteri

tersebut nusyuz atau tidak. Sedangkan sebagaimana fakta bahwa Penggugat

”*Nomor Putusan, http://www.pa-pasuruan.go.id/wp-content/uploads/2014/02/1965-CT-
2013-Contradictoir-Ex-Officio-iddah-mutah.pdf (25 Agustus 2018)
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rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah menjalani hidup berumah tangga selama 8
tahun 4 bulan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut di atas,
Oleh karenanya wajar apabila Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah

mut’ah sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan sebagaimana fakta

bahwa oleh karena Penggugat tida Kti nusyuz, maka Tergugat rekonvensi
dihukum untuk membaya nilainya disesuaikan dengan
kemampuan Terguga a di atas, yaitu sebesar Rp.

atus ribu rupiah);

Pemohon;
ohon (Moh. Irfan Hadi i Hadi) untuk

i terhadap Termohon ( epan sidang

a Situbondo
salinan Pencatat Nikah Ka san Agama

Kecama Kecamatan

- Mengabulkan eksepsi Tergugat rekonvensi
DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;

2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi

berupa :
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2.1 Nafkah Madliyah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu
rupiah);

2.2 Nafkah iddah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
2.3 Mut’ah sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);’

Berdasarkan uraian nomor diatas dapat dianalisis bahwa pihak

termohon melakukan guga kim tidak perlu menggunakan
hak ex officionya da

pertimbangan haki

lam Terhadap Pengg

pkan hak ex officio terh lam perkara
ngan tujuan syariat bahwa
batas kemun ji i dinya suatu

tau usaha-us encegahan 3 gan terjadi

aitu dengan kin dapat d an. Hal ini

gan firmapn n EPNRE)iya ayat

Terjemahnya:

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi
semesta alam.”’

’® publikasi Putusan Pengadilan Agama Situbondo, https://www.pa-situbondo.go.id/unduh-
putusan/0081G15/0/f16d176b9a20439a580bdde04daObd20+&cd=14&hl=en&ct=cInk&gl=id, (25
Agustus 2018)

""Departemen Agama RI , Al-qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.
331
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Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT. Mengutus Nabi Muhammmad
saw untukmenyampaikan ajaran-ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh manusia
bahkan seluruh alam. Tidaklah terwujud ajaran-ajaran Islam tersebut sebagai rahmat

bagi seluruh alam kecuali jika benar-benar demi kemaslahatan dan kebaikan bagi

manusia.

Syariat adalah keadi pakan rahmat, kebijaksanaan,
dan kemaslahatan b ara keseluru rena itu, setiap maslahat
yang keluar dari g ilan kepada kerusakan i kebijaksanaan kepada
asukkan ke
emaslahatan

sumber yurisprudensi merupakan

perkembangan hukum |

fficio ini sebagai imple nsip-prinsip

syariat. dari yang digugat adalah al ini masih

sesuai kejadian ma um mantan

suami embayar naf am petitum

ini sesuai de winan No.1

penyelesaian perkara cerai talak selain untuk melindungi hak-hak mantan isteri.

Pertimbangan-pertimbangan hakim menerapkan hak ex officio antara lain:

® Amin Farih, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum, (Cet. 1; Semarang: Walisongo
Press, 2008), 33.

" R. Soeroso, Yurisprudensi Hukum Acara Perdata, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.
143
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4.3.3 Untuk memberikan pelajaran pada suami agar tidak dengan mudah
menceraikan isteri.
4.3.4 Untuk memberikan jaminan pada isteri setelah terjadi perceraian.

4.3.5 Sebagai penerapan prinsip keadilan bagi seorang isteri karena cerai talak

4.3.6 Adanya kewajiban hukum b suami yang berkaitan dengan hak-hak

yang dimiliki mantan_i
4.3.7 Hakim berkesi ampuan secara ekonomi

nafkah  iddahatau
kelayakan
sehari-hari
um, hakim dalam men io terhadap
a cerai talak bersesuai ariat bahwa
kemuda darkan menurut batas-bata aka hakim
harus

suami s

argaan atau

kekecewaan, akan tetapi nafkah
iddah dan mut’ah bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa iddah
dan mut’ah bisa menjadi penggembira bagi isteri yang ditalak oleh suaminya.

Nafkah iddah dan mut’ah juga harus disesuaikan dengan kemampan pemohon

8 Ahmad Fanani dan Badria Nur Lailina Ulfa, “Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus
Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 20157, Jurnal Tasqafah.
https://ejournal.unida.gontor.ac.id, (8 Juli 2018).

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



66

sehingga tidak ada yang merasa dirugikan sehingga sesuai dengan unsur penegakan
hukum yang ketiga yaitu keadilan, kewajiban suami memberikan mut’ah kepada
mantan isteri bukanlah semata-mata untuk menghukumi suami apalagi merugikan

suami akan tetapi sangat bermanfaat untuk anak apabila pernikahan tersebut telah

dikaruniai keturunan sehingga ana rasakan dampak dari perceraian orang

tuanya.

Teori masla h, tujuan lahah mursalah adalah
kemaslahatan emelihara  dari menjaga
terciptanya

pihak yang

PAREPARE

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.11

5.1.2

5.1.3

Hakim dapat memutuskan lebih dari yang diminta karena jabatannya. Hal ini

berkaitan dengan hak yang di i-oleh hakim dalam memutuskan perkara
yang dinamakan deng ukum mengenai hak ex officio
da isteri yaitu diatur pada

adilan dapat mewajikan

n pasal 158.
gunakan hak ex offici
sas ultra petitum parti
ra lebih dari yang dituntut un as idak begitu

jaruh pada k enerapkan ha fficio sebab

usan bahwa dilan dapat

masih sesua an kejadian

lakan hak-
ara ekonomi
untuk dibebani kewajiban tersebut.
Hak ex officio yang diterapkan oleh hakim terhadap hak-hak istri dalam
perkara cerai talak bersesuaian dengan tujuan syariat yaitu kewajiban

menghindarkan akan terjadinya suatu kemudaratan atau usaha-usaha

67
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perlindungan dan pencegahan agar jangan terjadi kemudaratan dengan daya

upaya yang mungkin dapat diusahakan.

5.2 Saran-saran

521

5.2.2

5.2.3

Berdasarkan uraian yg telah dijelaskan maka penulis menyarankan:

Hakim sebagai pengambil n_diharapkan senantiasa mengedepankan

aspek keadilan k pkan hak ex officiodan aktif

memberikan ar antara pihak p Jan termohon tidak terjadi

salah paham 'dals emahami hak dan kewajibe

istrin : steri harus
pabila diceraikan oleh ercipta rasa

uanya serta isteri harus hwa yang dapat

gurk a yaitu nusyuz dan gab hl.

haru i keluar dari aturan baku, selal

hatan  manu n putusan
ratan yang berses ujuan syariat.

PAREPARE
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